
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3I TAHUN 2O2O

TENTANG

POI.A TATA KEI,oI.A BADAN I.,AYANAN UMUM DAERAH

UNIT PEL,AKSANA TEKNIS LABORATORIUM UNGKUNGAN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38

ayat (2) Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Lingkungan pada Dinas Lingkungar Hidup

Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (I.€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahr:n 1959 Nomor 73, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor l82U;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharasn Negara (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan l,embaran Negara Repubtk Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Talun 2OO9, tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3699);



5.

4.

7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Talun 2014 Nomor 6, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentsrrg

Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),

sebagaimana t€lah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan l(edua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2O14 tentaqg Pemerintalan

Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Iembaraa

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perahran Pemerintah Nomor 23 Talun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia

Talun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahal Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

[.ayanan Umum (ltmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Iembararr Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan kmba.ran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

6.
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9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang MiUk Negara/Dacrah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92, Ta.nbahan I€mberan Negara Republik

Indonesia Nomor 55331;

Peraturan Femerintah Nomor l8 Tahun 2O16

tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) Bcbaasimana telah diubah dengsr

Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang tlerubahan Atas Pcratuan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Ferangkat Daerah

(Irmbaran Negara Republik IndonBia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Fengelolaan lGuangan Daerah (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuanaan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

teral(hir dcngan Pcraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahsn Kedua

Atas Peraturen Menteri Dal,am Ncgeri Nomor 13

Tahun 2006 tantang Pengelolaan Keuangan Da€rah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 3lO);

Peraturan Menteri Negara Lingkungen Hidup

Nonor O6 Tahun 2OO9 tcntang Laboratorium

Lingkungan;

10.

l1

12.

I P^RAF )-,:l(.:r;a,I



13.

t4.

15.

16.

17.

ta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentarB Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
95/PMK.O5/2O16 tentang DeE an pengawas Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 913);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P.74lMenlhk/ Setj en/Klurrlt la/20t6 tentang
Pedoma-n Nomenklatur Perangkat Daerah provinsi

dar Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan darr Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (I.cmbarar Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor lO);

Peratutar Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Ttrgas Dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
(L€mbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2016 Nomor 55);

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6).
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BI,,,PATI TENTANG POI,A TATA

XEIDIA UMT PEII,KSANA TEKNIS

I.ABORATORIUM UNGKUNGAN PADA DINAS

UNGKUNGAN HIDI'P KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PaBsl 1

DFI!'. Peratruan Bupeti ini yang dimaksud

dengan:

l. Kabupatcn adalah lGbupaten Musi Rawas.

2. Pcmerintah lGbupatcn adatah Femcrintah

Ksbupatan Musi Rawa8.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Pcrangkat Daerah yang Mcmbidangi

Lingkungan Hidup fabupaten, yang

selanjutnya disingkat PD, adalsh peranglcat

Daerah yang Mcabidangi Lingkungan Hidup

pada Pemerintah lbbupaten Musi Ra*aa.

5. I(epala Perangkat Daerah yang Membidangi

Lingkungan l{idup Kabupat€n, yang

selanjutnye disebut lGpela PD, adalah lGpala

Perangkat Daerah yana Membidangi

Ungkungan Hidup pada Femerinteh

fabupatcn Musi Rawas.

6. Laboratorium Lingkungan, yanA sclanjutnya

disebut Laboratorium, odelah l6dqn Isyanan

Umum Daerah Laboratorium Lingkungaa yang

merupa&an Unit Fcl,aksana Tetnis pada

organisasi Ferangkat Dacrah yang

Membidangi LingkungBn Hidup pada

Pemerintah Kabupaten Musi Rawa8.

PIRAI I{6ORDINASI
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7.

8.

Pimpinan Laboratorium Lingkungan, yang

sela-njutnya disebut Direktur, adalah Pimpinan

Bada-n Layalart Umum Daerah Laboratorium

Lingkungan yang merupakan Unit tblaksana
Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah

yang Membidaagi Lingkungan Hidup pada

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pejabat Pengelola Keuangarl Daerah

Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPKD,

adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Badan Layanan Umum Daerah, yang

selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja

pada Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

dibentuk untuk memberikaa pelayanan

kepada masyaral€t berupa penyediaan baralg
dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lqranan

Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keualgan
yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukar kesejahteraan

umum dan mencerdaslran kehidupan bangsa,

sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9.

10.



11. Pejabat Pengelola Badan l.ayanan Umum

Daerah, yarrg selanjutnya disebut Pejabat

Pengelola, adalah Pimpinan Badan l,ayanan

Umum Daerah yang bertanggung jawab

terhadap kinerja operasional Badan Layanan

Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin,

Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yalg

sebutannya disesuaikan dengan nomenklatu!

yang berlaku pada Badan layanan Umum

Daerah yaitu sebagai Direlhrr, Manajer

Keuangan, dan Manajer Teknis.

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan

Pengawas, adalah orang yalg bertugas

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan

Badan t€yanan Umum Daerah.

Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat

Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas

melakukan pengawasan dan pengendalian

intemal dalam rangka membanhr Pimpinart

Badan Iayaran Umum Daerah untuk;

meningkatkan kinerja peLayanan, keuangan,

dan pengaruh lingkungan sosial sekitam5ra

lsocio,l rcsponsibiliry) dalam menyelenggarakan

bisnis yang sehat.

Rencana Bisnis dan Anggarart Badan Iayanan

Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan

penganggaran tahunan yang berisi program,

kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan

Layanan Umum Daerah.

t2.

13.

t
14.



16.

15.

L7.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan

Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus

kasjumlah darr kualitas barang dan/atau jasa

yang al<an dihasilkan ctan digunakan seb.gei

dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan

Layanan Umum Daerah.

Rencana Strat is Bisnis Badan Leyanar

Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

Renstra Bisnis, adalah dokumen lima tahunar
yang memuat visi, misi, program strategis,

pengukuran pencapaian kinerja, dan arab

kebijakan operasional Badan layanan Umum

Daerah.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya

disingkat SPM, adalah spesifrkasi tekris
tentang tolak ukur layanan minimal yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah

kepada masyarakat.

18. Praktek Bisnis yang Sehat adalah

penyelenggaraan fungsi organisasi

berdasalkan kaidah-kaidah manajemen yang

baik dalam rangka pemberian Layanan yang

bermutu dan belkesinambungan.

Pendapatan adalah semua penerimaa! dalam

bentuk kas dan tagihan Badan l.ayanan

Umum Daerah yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode anggaran bersangkutqn

yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari

rekening kas yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Badan Layalan

Umum Daerah.

20.
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21. Biaya adalah sejumlah pcngehraran 5rang

mengurangi ekuitas darra lancar untuk
memperoleh barang dan/atau jasa untuk
keperluan operasional Badan Layanan Umum

Daerah.

Rckening Kas Badan La)ranan UmuE Daerah,

yang selanjutnye disebut Relrcning I(gs BLUD,

arlelah rekening tempat penyiEpanan uang
yang dibuka oleh Pemimpin Badan tayanan
Umum Daerah pada bank umum untuk
mcnampung seluruh pcnerimaan pendapatan

dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan

Umum Daerah.

Fleksibilitae adalah keleluaeaan pengelolaan

keuangan/ barang kyanan Umum Dacrah

pada batas-beta8 tertentu Irang dapat

dikecualikan dafi ketentuan yang berlaku

tLDUm.

Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau
jasa yang diberikan otreh Badan Iayanan
Umr.m Dacrah, tf,mrasuk imbal hasil yang

lrajar dari investasi dana, dapet bertujuan
untuk menutup scluruh atau scbagian dari
biaya per unit layanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Pcraturan Bupati ini adalah

aebagai pedomen baai I"aboratorium dalam

upaya mcningkatlian mutu pelayanan jasa

pengujian parameter lingkungan.

(2) fujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a- tcrcapainya ketja sama Srang baik antara
Pemerintah Kabupeten, PD, dan

Ir.boratoriumi

24.
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mcningkatnya mutu pelayanan jasa

pcnsujian perametcr lingkungan accara lcbih

cfcktif dan cisien sejalan dengan prakrck

bisnis yang sehat dan dapat

dipertangungiawabkan kepada publik;

memslcimslkan kinerja organiaasi

Laboratorium guna mevqiudkan pelayanan

prima; dan

mcmberikan arahan tugas bagi struktur
organisasi dan kepaetian proscdur layanan.

BAB III
TATA KEIPI.A

Bagian lGsatu

Prinsip Tata lGlol,a Laboratorium

Pasal 3

(1) Iaboratorium beropcrasi berdasarkan pola' tata

kelola atau pcraturan intcrnal, lrang memuat

antara lain:

a. struktur organisasi;

b. proscdur kerja;

c, pcngelompokan fungsi yang logis; drn

d. pcngelolaan sumber daya manusia.

(2)Tata Kelola scbagaimana dimaksud ayat (f),
mempcrhatikan prinsip, antara lain:

a. traniparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas; dan

d. indcpendensi.

PAfux{bonD[usr
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Pasal 4

(f) Struktur organisasi scbagaimana dimaksud

dalam Passl 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan

posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,

tanggung jawab, wtwenang, dan hak dala'n

organisasi.

(21 Prosedur kcrja scbaaaimana dimsksud ddam

Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan

hubungan dan mekanisme kcrja antar posisi

jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3) hngelompokan fungsi yang logis scbagaimana

dirncksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,

mcnggambsrkan pembagian yang jcla8 dan

rasional antara fungsi pclayanan dan fungsi

pcndukung yang sssuai dengan prinsip

pcngendalian internal dalam rangka cfektivitas

pencapaian organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya martusia sebagaimana

dimaksud dalam Paeal 3 ayat (l) huruf d,

merupakan pengaturan kcbiiatan yang jelas

mengenai aumbcr daya rnanusia yang

bcrorientasi pada pcmenuhan aecare

kuantitatif/kompctcnai untuk mcndukung

pcncapaian tujuan organisasi sccata cfi8ien,

efektif dan p,roduhif.

Pasal 5

(r)Transparansi scbagaioana dimaksud dalam

Pasal 3 alrat (2) huruf a, mcrupakan asag

ketcrbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan anls informesi agar inlormasi sccara

langsung dapat ditcrima bagt Yang

membutuhkan,

FARq.{ IooRDTNASI
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(2) Akuntabifitas sebaSaimana dimakud dalaru

Pasal 3 ayat (21 huruf b, merupakan kejelasan

fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada

laboratorium agar pengeloLaannya rlefat

dipertanggungiav/abkan untuk diwujudkan

dalam perencanaan, pelaksanaan, cvaluasi dan

laporan pertanggunggugatan datam sistem

pengplolaan keuangan, hubungan kerja dalam

organisasi, naoajemen SDM, pengelolasn aset

dan man{emen pelayanan.

(3)Responsibilites sebagaimana dimakBud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian

atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi

terhadap bisnis yang sehat serta peraturan

perundang-undangan.

(4) Independensi s€bagaimana dimatsud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan

kemandirian pengelolaan organisaei secara

profcaional tanpa benturan kepentingal dan

pcngaruh atau tekanan dan pihak mqnapun

yang tidak seeuai peraturan pcrundang-

undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Prinsip Tata Kclola Laboratoriun

Pasal 6

Identitas Laboratorium ada.lah sebagai berikut:

a. nama yaitu UPt. laboratorium Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup l(abupaten Muei

Rawas; dan

b. alamat yaitu JaIa[ Sulaiman Amin Komplek

Perkantoran Pcmerintah Kabupatcn Musi

Rawas, Kecarnatan Muara Bcliti, Kabupaten

Musi Rawas, Pr,ovinsi Sumat€ra Selatan.



BaAian KetiSa

Kcdudukan, Tugas, dan F-ungsi Laboratorium

Pasal 7

(l) Irboratorium berkedudukan sebagai unit ya[g

melaksanakan sebagian kcgiratan teknis

oFraeional dan/atau kegiatsn tekniB penuqiang

di bidang laboratorium lingkungan, yang

dipimpin oleh Kepala Iaboratorium yang berada

di barrah dan b€rtanggung jawab kepada Bupati

melalui Kepal,a PD.

(2) Iaboratorium mempunJrai tugas membantu

Kepala PD dalam menyediakan infornasi data

hasil pengujiaa limbeh atau kualitas linglungan

dan informasi lainnya yang diperlukan, dan

memfasilitasi pela*sanaan penelitian,

pengembangan di bidang pensujian parametcr

kualitas lingkungan.

(3) Untuk melaksanakan

dimaksud pada ayat

mempunyai fungei:

tugas scbagaimana

(21, Laboratorium

a. pelaksana pcngujian dan penyempaian data

parameter kualitaB lingkungan;

pelaksana pensujian kualitas lingkungan

untuk paraJoeter at/air limbah;

pelaksana pengujian kualitas linglungan

untuk parameter tanah;

pelaksana pengujian kualitas lingkungan

untuk parameter udara artrbien, kebisingan,

dan getaran;

b.

c.

f.

s.

e. pel,aksana pensujian untuk emisi sumber

bergerak/tidak bergerak;

petaksana pengujian higiene industri;

pelaksana pcnelitia! bagi pihak lain yang

meLakukan penelitian berhubungan dengan

pengendalian dampak lingkungan; dan

h. pelaksana pelayanafl jasa kalibrasi.



Bagian Keempat

KedudukanFemerintahKabupaten

Pasal 8

(f) Pemerintah Kabupaten berkedudukan sebagai

pemilik dari Laboratorium.

(2)Femerintah Kabupaten bertanggungiawab

terhadap kelangsungrm dan perkembangan

Laboratorium sesuai dengan kebututran

penggunajasa/rnasyarakat serta perkembangan

teknologi.

(3) Pemerintah Kabupat€n dalan melaksanakan

taflgung jawabnya scbagaimana dimaksud pada

ayat(l),mempunyai kes,€nangan:

a, menetapkan peraturan perundang-undangatl

terkait laboratorium;

b, menetapkan don memberhentikan Pejabat

Pengelola dan Dewan Pengawas; dan

c. kewenangan-kcwcnangan lain eesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB W
BaaianKesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 9

Pejabat Pengelotra terdiri dari :

a. Pemimpin Laboratorium atau Direknrr;

b. Pejabat Keuaflgan atau Mander Keuangan;

c. Pejabat Teknis atau Manqjer Teknis; dan

d. Kelompok Jabatan Rrngsironal.

Fejabat Pengelola berasal dari :

a. Pegawai Ncgeri Sipil;

b. Pegawai pemerintah dengan pcrjanjian kerja

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

(1)
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(3)

(41

(s)

c. Pegawai NoIr PNs yang komPcten

dibidangnya.

Pcngangkatan dalam jabatan dan penempatan

Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan

kompeteusi dan kebutulun praldek bi8nis

yang sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud Pada ayet

(3), merupakan kemarnpuan dan keahlian

yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap

perilaku yang diperlukan dafam pelakeanaan

tugas jabatannya.

Kebutuhan praktek bisrris yang schat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

merupakan kepentingan laboratoriu.rr untuk

meningkatkan kinerja keuangan dan non

keuangan berdasarkan kaidah-kaidsh

manajemcn 5rang baik.

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati.

PemiEpin laboratorium bertanggungiavab

kcpada Bupati melalui Sckretaris

Daerah/ Kepala PD.

Pejabat lGuangan dan Pejabat Tcknis

bertanggungiawab kepada Pemimpin

laboratorium,

Psda Iaboratorium dapat dibentuk tim atau

unit yang bersifat non stnrktural,

(1O) Pembentukan eebagaimana dimaksud pa.da

ayat (9), ditetapl€n sesuai ketentuen

peraturan perundang-undangan.

(6)

(71

(8)

(el
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Bagian IGdua

Tugas, Fungsi, Dan Tang8ungjawab Pejabat

Pengelola

Pasal l0
(l)Pemimpin Laboratoriun oebagaimana

di'naksud dalam Pasal 9 ayat (l) hufl]f a,

aempunyai tugas dan kewajiban:

a.memimpin, mengarahkan, aernbina,
mengawasi, mcdgcndaliLnn, den

mcngevaluasi kegiatan Laboratorium

agar lebih efrsien dan produktif;

merumuakan penetapan kebijakaa teknis

organisasi serta kewajiban lainnya sesuai

dengan kebjakan yang telah ditctapkan oleh

Bupati;

menJrusun Renstra Bisnis;

menyiapkan
Anggaran;

Rencana Bienis dan

mengusulksn calon Pejabat Keuangan dan

Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai

ketentuan peraturan perundang-

uodangan;

menetapkafl pejabat lainnya scsuai

kebutuhan laboratorium selain pejabat

yang telah ditctapkan dengan kctentuan
peraturan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan

kebiiakan Laboratoriu! yang dilakukan
oleh pejabat kcuangan dan pejabat

telmis, mengendalikan tugas pengawa

internal, scrta menya.Epaikan dan

mempertanggungi awabkan kinerja
operasional serta keungan Laboratorium

kepada Ehrpati; dan

b.

c.

d.

e,

PARAF XOORDIN

I
tXtr

PAnAilg)oRDINASI

****l/f.



h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

sesuai dengan kewcnangannya.

(2) Femimpin Laboratorium dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dirns!3qd pada ayat (l),
mempunyai fungoi sebagai penanggunqiawab

umum opcrasional dan keuangan

Laboratorium.

Pasal 11

(l) Pemimpin Laboratorir:rn sebagaimana delFrn

pasal 9 ayat (f) huruf a bcrtindak selsku

kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna

berang.

(2) Dol^"n hal FemiEpin Laboratorium Bcbagaimana

dimaksud pada ayat (U tidak borasal dsri

pcgawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk

s€bagai kuasa penBguna anggaran/kuasa

pengguna baiang.

Passl 12

(1I Fejabet Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (l) huruf b merupakan

penanggungiawab keuangan Laboratoriun yar4

bertanggun&iawab kcpada Pemimpin

Laboratorium, mempunyai tugas dan

kewajiban:

a. Eerurnuel€n keb{akan terkait pengelolaan

keuangan;

b. mengoordinasikan penyusunan RBA;

c. menyiapkan DPA;

d. melakukan pengelolaan pendapetan dan

belanja;

e. menyelenggarakan pengelolssn ka8;

f. mel,akukan pengelolaan utang, piutang, dan

investasi;
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xmr runr I rf,&



men1rusun kebfiakan pengelolaarr barang

milik daerah. yang berada dibawah

penguasaannya;

h. menyelenggarakan sistem informasi dan

manajemen keuangan;

menyelenggarakan akuntansi dan

penJrusunan laporan keuangan; dan

tugas lainnya yang ditetapkan oleh

Bupati dan/atau Pemimpin

denganLaboratorium sesuai

kewenangannya.

(2) pejabat keuangan dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi

sebagai penanggung jawab keuangan

laboratorium-

(3)peiabat keuangan dalam melaksanakan

tu8ae sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dibantu oleh bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bcndalara penerimaan,

dan beadahara pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (3) dijabat oleh Pegawai Ncgeri Sipil.

Pasal 13

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9ayat (1) huruf c, mempunyai

tugas dan kewajiban:

a. menJrusun perencanaan kegiatan telimis

operasionaldan pelayanan laboratorium;

b. melaksanakan kegiatan telcris
operasional dan pelayanan laboratorium
sesuai dengan RBA;

I.

l.



c. mernimpin dan mengendalikan kegiatan

teknis operasional dan pelayanan

laboratorium; dan

d. tugas
Bupati

lainnya yang ditetapkan oleh

dan/atau pemimpin

denganLaboratorium
kewenangannya.

aesllal

(2) Pejabat Teknis dalam melakaanakan tugas

dan kewajiban ss$ageirnens dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai

penenggungiawab kegiatan teknig

operasional dan pelayanan Laboratorium.

(3) Tanggung jawab P€abat Teknis

sebagaimana dimaksud padaayat ( I ),

berkaitan dengan mutu, standarisasi,

adoinistrasi, peningkatan kualitas sumber

daya manrrsia, dan peningkatan sumber

daya lainnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatafl Pej abat Pengelola

Pasal 14

(f) Pengangkatan dalam jabatan dan
penempata-n PeJ'abat Pengelola ditetapkan
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
praktik bisnis yang sehat-

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) merupakan keahlian berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam tuga.s

jabatan.

(3) Kebutuhari praktik bisnis yang s€hat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kescsuaian antara kebutuhen
jabatan, kualitas, dan kualillkasi sesuai

kemampuan kcuangan.



b.

c.

(4)Pejabat pcngelola diangkat daa

diberhentikan dengan K€Putusan Bupati.

Bagian KeemPat

Persyaratan Bebagai pejabat pengelola

Pasal 15

Syarat untuk dapat diangkat mcnjadi Pejabat

Pengelola BLUD adalah :

a. minimal berlatar belakang pendidikan S 1

yang relevan dan berpengalaman di bidang

pengelolaan laboratorium lingkungan
minimal 1 tahun. Memenuhi kriteria
keahlian, integritas, kepemimpinan dan
pengalaman di bidangnya;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi

untuk mengembangkan usaha guna

kemandirian Laboratorium;

mampu berkomitmen untuk memajukan

Laboratorium dengan tidak mclanggar

hukum dan tidak pernah menjadi
pemimpin perusahaan yang dinyatakan
pailit;

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non

Pegawai Negeri Sipil;

e. bersedia membuat surat pernyataan

kcsanggupan untuk mcnja-lankan praktek

bisnis yang sehat; dan

f. mcmcnuhi ayarat administrasi

kepegawaian ASN bagi pimPinan yang

bcrstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 16

Pcjabat Pengelola dapat diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;
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b. bdhsfangan secara btap selaEa 3 (tigsl bulan

bcrturut-tuuC

c. tida& Ecla&saEakaD firgEa .rrrt &crcrajiban

dcngar baflr;

Ddarrggar misl he$alratr atau kctcnhran-

kctratran lain !,ang tetah ditetaptran;

,r€ngundudaatr diri karcna rla.alr yeng Patuq
dnn

f, tcdibet .rabrrl suahr patuatan EclaDgEar

hutrm yang ancanral hukunaa pidanarya 5

oima, tahrm etau lchih.

aagian Ifcenam

Fembina dan Pcnga*as
Pesel f7

Femtfna &n pcngasas BLtrrD t dtui ates :

a- Femhiaa Tchig da'' hbina lGuangEn;

b. Saaran FelgEwas lntErnal; ,lF'l

c- Iresan Fcngacras"

ksel 18

(1) embina Teknis aebagaimaaa aaourud dahm

Earal 17 hund a yaihr IGPeLa Dina. r;ltgh'rtgart

tfidup.

(21 Rmbiua lcuangBn *baAaimana dirnqkn'd

dalrrn Paaal f 7 huruf a yaitu PPf,D.

Pasal 19

(f) Satua[ Fer1gEsrEs Intemal Bebagaimana

dirnqlcud dalc" Irrsal f 7 huruf b dapat

dibentuk obh Phpitran untuk lrcngBrasan dan

Fnsendatan inErrd kiffrje
pctryanan, dan pensaruh lindrtt tgpro

sosial d,- mcoyelcngarakan praldek lirni.
yana schaL
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(2) Satuan Peflgawas Intcmal sebagaimana

dirngl€ud pada ayat (1) yaitu Pengawas Intcmal

yans berkedudukan langsung dibawah

pemirnpin laboratorium.

(3) Fembentukafl SPI scbagaimana dirnaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) mempertimbanglan :

a. keseimbangafl sntara manfaat dan beban

b. kompleksitas rnanajemen dan

(4) volume dan/atau jangkauan pel8yanan.

Pasal 20

(1) Tugas SPI, membanhr manajemen untuk :

a. pengamanan harta keksyaan;

b. menciptakan akurasi sietem informasi

keuangan;

menciptakan efislensi dan produkstiEtas; dan

mendorong dipatuhinya kebdal(an

manajemen dalao penerapan prahek bisnis

yeng s€hat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang

bersangkutan harus memenuhi syarat :

a- sehat jasmani dan mhani;

b. mesriliki keahlian, integritas,

jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang

tinggi untuk memajukan dan

mengembangkan Laboratorium;

c. memahami penyelenggaraan pernerintahan

daerah;

d. memahami tugas .lan fungsi Laboratorium;

e. memiliki pengalamsn teknis pada

laboratorium;

f. berijazah paling rendeh 31i

g, pengalaman kerja pating s€dikit 3 tahun;

c.

d.
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h. berusia paling rendah 30 (tiga pufuh) tahun

dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun

pada Baat mendaftar pertama kali.;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan

tindak pidana yang memgikan keuangan

negara atau keuangan daerah';

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 21

(l) Dewan pcngawas sebagaimana dimakgud dalam

Pasal 17 huruf c dapat dibentuk oleh Bupa.ti

ataa usulan Pimpinan Laboratorium.

(2) Bupati dapat membentuk Dcwafl Pengawas

untuk Laboratorium sebagaimana dinaksud
d6fam ayat (l) apabila Laboratoriua

memiliki realisasi pendapatan menurut
laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun
terakhir atau nilai asset neraca 2 (dua)

tahun terakhir.

(3) Dewan pengaqras scbagainana dimaksud
pada ayat (2) dibmtuk untuk pengawasan

dan pengendalian internal yang ditakukan
oleh Pejabat Pengclola.

(4) Jumlah angSota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud Pada ayat (l),
ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5

flima) orang dan seorang diantara anggota

Dewan Pengawas ditetaPkan sebaSai Kctua

Dewan Pengawas.

Pa*L22
Syarat minimal daa junlah anggota Dewan

kngawas sebageimana dimaksud dalam Pasal 21

ditctapkan paling banyak:
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b.

3 (tiga) orang dolern hal BLUD merniliki:

l. r€slisasi pendepatan menurut laporan

realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhit

s€bcsar Rp. 30.O0O.OOO.0O0,00 (tiga puluh

milyar rupiah) sampai dengan Rp.

I0O.OOO.Oo0.OO0,0O (seratus milyar rupiah);

atau

2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun

terakhir sebesar Rp. 150.0oo.ooo.0o0,oo

(seratus lima pufuh milyar rupiah) sampai

dengan Rp. 5oo.ooo.o0o,00o,0o 0ima ratus

milyar rupiah|.

5 (lima) orang dalam hal BLUD memiliki:

l. realisasi pendapa.tan menurut laporan

realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir

lebih besar dari Rp.IOO.OOO.oOO.O0o,OO

(seratus milyar rupiah);

2, nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun

dad Rp

ratua mityar

tcrakhir lebih

50O.0OO.o0O.oo0,00 (lima

rupiah).

Pasd 23

(f)Arlggota De\pan Pengawaa eebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas

ungrrr:

I (satu) orang pejabat PD yang membidangi

kegiatan laboratorium;

1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

I (satu) orarrg t€naga ahli yang sesuai dengan

kegiatan laboratorium.

(2)Anggpts Dewan Fengawas scbageimana

dirnqlrs d dalam Pasal 22 futrol b terdiri atag

unaur:
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a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi

kegiatan laboratorium;

b. 2 (dua) orang pejaht PD yang membidangi

pengelolaan kelrangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tcnaSE ahli yang seeuai dengan

kegiatan laboratorium.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari

tenaga profesional atau perguruan tingg yans

memahami tugas fungsi, kegiratan dan layanan

laboratorium.

(a) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawaa

dilakukan setelsh Pejabat Pen€elola diangkat.

(5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Fengawea

yang bersangkutan harus memenuhi Byarat :

a-

b.

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, intcgritao, kepemimpinan,

pengelerne'r, jujur, perilaku yang baik, dan

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

mengembangkan laboratorium;

memahami penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

memiliki pengetahuan yajrg memadai tugas

darn flrngsi Laboratorium;

menyediakan waktu yang cukup untuk

tnelia.ksanal€n tugasnya;

berijazah paling rendah 51 (8trata satu);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

terhadap unsur scbagaimana dimaksud

dalam pasa.l 24 ayat (1) dan ayat (2);

tidak pemah menjadi anggota Dircksi, Dewan

Pengaa,as atau Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan badan usaha yang

dipimpin dinyatakan pailit;

d.

e.

f.

s.

h.
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tidak sedang menjalani aanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik,

calon kepala daerah atau calon wakil Ircpala

daerah, dan atau calon anggota legislatif'

Pasal 24

(1) Dewan pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegatan

laboratorium;

b. menilai kinerja keuangan mauprrn

kinerja non keuangan laboratorium dan

memberikan rekomerrdasi atas hasil
penilaian untuk ditindaklanjuti oleh

Pejabat pengelola;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi

dan pentlaian kinerja dari hasil laporan

1.

I.

d.

e.

audit pemeriksa eksternal pemerintah;

memberiken nasehat kepada pcjabat

pengelola dalara melaksanakan tugas

dan kewajibannya; dan

memberikan pendapat dan saran kepada

Bupati mengenai :

l. RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

2. permasala}ran yang menjadi kendala

dalam pengelolaan BLt D; dan

3. kinerja BLUD;

memberikan nasehat kepada Pejabat

Pengelol,a dalam melaksanakan
pengelolaan BLUD;

g. melakukan evaluasi dan penilaian

kinerja baik keuangan maupun non

keuangan, serta memberikan saran dan

catatan-catatan Pcnting untuk
ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;

da-n

f.

PAxAl6o0RDrN^sr
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h. memordtor tindak l.anjut hasil evaluasi

dan penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimarra

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur
paling sedikit meliputi :

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja
dari layanan yang

(rentabilitasli
diberikan

b. memenuhi kewajiban jarrgka pendeknye

(likuiditas);

c. memenutf seluruh kewqiibannya

(solvabilitas); dan

d.kemampuan penerimaart

jasa layanan untuk
pengeluaran.

dari
membiayai

keuangan(3) P€nilaian kinerja
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf
b, diukur paling Bedikit berdasarkan
perspektif pelanggan, prosea internal
pelayanan,

pertumbuhan.
pembelajaran dan

(4) Dewan pengawaa melaporkan pel,aksanaaa

tuga.snya sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), kepada Bupati secara berkala paling

s€dikit 1 (satul kafi ddam satu tahun dart

sewaktu-waktu apabila dipcrlukqn.

Passl 25

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawae

ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat

diangkat kembali untuk I (satu) kali urasa
jabatan berikutnya apabila belum berusia
paling tinggi 60 (ena]n puluh) ta.lun.
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(2) Datam hal batas usia anggota dewa[
penga\ras sudah berusia pafing tinggi 60

(enam puluh) tahun, Dewaa pengawas dari

unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kafi masa jabatan

berikutnya.

(SlAnggota Dewan pengawas dapat

diberhentikan oleh Bupati karena :

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan beraktrir; atau

c. diberhentikan sewalshr-waktu.

(4)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan

scbagaimana dimaksud pada alrat (3) huruf
c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugaanya

dengan baik;

ddak melak$aflaksn ketentuen
peraturan perundang- undangan;

terlibat dalam tindakan yang menrgikan

Laboratoriumi

dinyatakan bersalah dalam putusan
pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

mengundurkan diri; daa

terlibat dalarn tindakan kecr:rangan

Jrang mengakibatkan kerugian pada

laboratorium, negsra, dan/atau daerah.

Pasal 26

(f) Untuk melaksanakan tugas, kewdiban dan

wewenangnya, dewan pengawas sev.aktu-

waktu dapat mengadakan rapat atas

permintaan Ketua Dewan Pengawas.

b.

d.

e.

f.
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(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oletr Ketua Dewan Pengawas atau

anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan

Pengawas dan dianggap sah apabila

dihadiri paling Bedikit oleh dua pertiga dari
juElah anggota.

(3) Rapat Dewan Pengawas dengan Pirnpinan

tsboratorium dapat diadakan paling sedikit
4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun ataa

undangan Ketua Dewan Pengawas.

(4) Apabila diperlukan rapat dewan Pengawas

dengan Pimpinan laboratorium dapat

diadakan sewaktu-waktu atas undangatr

Ketua Dewan PengawaB atau Pemimpin

Laboratorium.

(S)Apabila dalam rapat anggota Dewan

Pengau,as tidak hadir tanpa alasan sah,

yang bersangkutan dianggap mcnerima

hasil rapat.

PasoJ 27

(1) Bupati dapat mengangkat Selcetaris Dewan

Pengawas untuk mendukung kelancaran

tugas Dewan Pengavras.

(2) Seharis Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan

Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 2a

Pela-ksanaan pembinaan dart perganasan

terhadap laboratorium oleh Pembina dan

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Passl

17 sampai dengan Paaal 27 diatur dengan

Peraturan Bupati tersendiri-

P MFr9oRDrNAsr
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Pasd 29

Segala biaya yang diperlukan dalam
p€laksanaan tugas Dewan Pengawas dan

Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada

laboratorium dan dimuat dalan RBA.

BAB IV

PENGEI,OMPOKAN FUNGSI

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya s€tiap

Pejabat Peng€lola di lingkungan liaboratorium

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinlqonisasi dan pendekatan lintes fungsional

aecata vertikal dan horisontal baik intemal

maupun eksterna.l,

Pasal 31

(l}Dalam mclaksanakan tugasnya, Pemimpin

Laboratorium bcrtanggung jarab kepada

Kepala PD.

(2) F.mimpin Iaboratorium bertanggung Jawab

memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya, scrta memberikan bimbingan den

petunjuk bagi pelaksanan tugasnya.

(3) Pejabat Keuangan dan Pcjabat Tetmis

bertanggung jawab kcpada l(epala Iaboratorium.

(a)Pegawai Laboratorium bertanggung jawab

tcrhadap atasan masing-masing,

PaBal 32

(U Sctiap Pejabat Pengelola wajib mengawasi

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan

wajib mengambil tangkafrUngkah yang

dipcrlukan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan pcrundang-undangan yang berlaku,

PIRAF TOORDINA,X
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(2) Setiap Pejabat Pengelola BLUD

b€rtanggungiawab mcmimpin dan

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan

bimbingan scrta p€tunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

PaEaI 33

Setiap PeJabat Pengelola wajib mengikuti dan

mematuhl petunjuk dan bertanggrrng jawab
'kepada atasan serta mcnyampaikan laporan

berkala pada waktunya.

Pasal 34

Sctiap laporan yang diterima dari bawahan

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

perubahan untuk men5rusun laporan lebitr

lanjut dan untuk memb€ri petunjuk kepada

bawahan.

Pasal 35

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis wajib
merryampaikan laporan berkala kepada

Penimpin BLUD.

BAB V
PENGELOI,AAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Keoatu

Tujuan Pengelolaan

Pasal 36

Pengelolaan sumberdaya manusia merupaka[
pengaturan dan kebfakan yang jel,ae mengenai

sumberdaya manrrsia yang berorientasi pada

pemenuhan sccera kuantitatif dan kualitatif
untuk mendukung pencapaian tujuan

organiaasi secara elisien.
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Pasal 37

(1) Sumber daya manusia pada Laboratorium

dapat berasal dari PNS dan Non PNS yang

professional sesuai dcngan kebututran.

(2) Pengangkatan pegawai laboratorium yang

berasal dari PNS disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Pegas,ai Laboratoriurn yang berasal dari Non

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapet dip€kerjakan secara tetap atau
berdasarkan kontrak kerja.

(a) Pengangkatan

berasal dari
berdasarkan

ekonomis, dan
pelayanan.

(5) Ketentuan

pegawai Laboratorium yang

Non PNS dilakukan
pada prinsip efisiensi,

produktif dalam peningkatan

mengenai penganglatan,

peEberhential, dan/atau ketentuan-
ketentuan lain yang terkait dengan

pengelelolaan sumber daya manusia pada

l,aboratorium, dapat ditetapkan lebih lanjut
denga.n keputusan Bupati, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Sanksi
Pasal 38

Untuk mendorong motivasi kerja dan prokdutilitas

p€gswai maka laboratorium menerapkan

kebijalGn tentang imbalan jasa bagi pegawai yang

mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai

yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar

peraturan yang ditetapkan.
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Pasai 39

(1) Kenaikan pangkat pegawai laboratorium PNS

merupakan penghargaan yang diborikan atas

prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang

bersangkutan terhadap Negara berdasarkan

sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan

pangkat pilihan sesuai ketentuan yang bed,aku.

(2) Penghargaan terhadap pegawai non PNS

merupakan penghargaan yang diberikan atas

prestasi kerja pegawai yang bersangkutan

terhadap kinerja da-n diberikan berdasarkan

sistem remunerasi.

(3) PNS yarl,g meLakukan pelanggaran al<an

diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku.

(4) Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran

akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan

yang ditetapkan oleh Pemimpin Laboratorium.

Pasal 40

(1) Rotasi Pegawai Laboratorium PNS dan Pegawai

Laboratorium Non PNS dilaksanalan dengan

tujuan untuk peningkatan kinefa dan

peogembangan karir, dengan

mempe rtimbangkal :

a. Penempatan pada pekerjaan yang sesuai

dengan pendidikal dan ke terampilannya;

b. Masa keda di unit tertentu;

c, Pengalaman pada bidang tugas tertentu;

d. Kegunaannya dalam menunjang karir; dan

e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.

(2) Rotasi untuk Pegawai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

ketentuan yang berlaku.

(3) Rotasi untuk Pegawai l,aboratorium Non PNS

ditetapkan oleh Pemimpin Laboratorium.
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Bagian KetigE

Disiplin Pegawai

Passl 41

(1) Di8iplin merupakan Buatu kondisi yang tercipta

dan terbentuk melalui proses dari serangkaisn

perilaku yang menuqiukan nilai-nilai ketaatar,

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan

ketertiban yang dituangkan dalam:

a. daftar Hadir;

b. laporan kegiatan; dan

c. dafar Penil,aien Fekerjaan Pegawai,

(2) Penerapan disiplin darr pemberian sanksi kepada

Pegawai PNS mengacu kepada Peraturan dan

Perundang-undangen tentang Disiplin Pegawai

Ncgeri Sipil.

(3) Pe erapan disiplin dan pemberian sanksi kepada

Peganai Non PNS akan diatur oleh Femimpin

Iaboratorium.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pegawai

Pasal 42

(U Pemberhentian pegawai PNs bcrpedoman pada

ketentuan yang berlaku.

(2| Pemberhentian pegawei Non PNS berpedoman

pada Peraturan Bupati tentang Pegawai

Laboratorium Non PNS,

Bagian lGlima

Remunerasi

Pa88I 43

(U Pejabat Pengglola Laboratorium dan Pegawai

Laboratorium diberikan remunerasi sesuai

dengan tartggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan.
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(2) Remunerasi scbaSairoana dioaksud pada ayat

(1), merupakan imbalan kerja yang diberikan

dalam komponen meliputi:

a, gaji yaitu imbalan kerja berupa uang, yang

bersifat tctap setiap bul,an;

b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa

uang yanS bersifat tambahan pcndapatan

diluar gqii sctiap bulan;

c. insentif yaitu imbalen kerja berupa uang

yang berBil:at tambahan pendapatan diluar

saji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan keda

benrpa uang yang bereifat tambahan

pendapatan diluar gaji, tunjangan tetaP dan

inBentif atas pre8tasi kerja yang dapat

diberikan 1 (satu) kafi dalam 1 (satu) tahun

anggaran setelah BLt D memenuhi syarat

tcrtentu; dan

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang

santunan purna jabatan Eesuai dengan

kemampuan keuangan dan/ataupensiun

yaitu imbafan kerja berupa uang.

(3) Pejabat pengelola menerima remunerasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. bersifat tetap berupa gaji;

b. bersifat tambahan bcmpa tunjanSsn tetap,

insentif dan bonus atae preBtasi; dan

c. pesangon bagi Fegawai Pemerintah dengan

perjanjian kcrja dan professional lainnya;

atau

d. pensiun bagi pegawai ncgeri sipil.

(4) PegBwai menerirna remunerasi sebagaimarn

dimaksud pada ayat (2) metputi :

a. bersifat tetap berupa gaji
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b. bersifat tambahan berupa insentif

dan bonus atas pregtast dan

c. peaangon bagi Pegawai Pemerintsh dengan

perjanjian kerja dan profesiona.l l,ainnya; atau

d. pensiun bagi pegswai negeri sipil.

(5) Pembcrian Saji, tunjangan dan pensiun

aetragaimana dimakeud pada ayat (3) dan ayat

(a) bagi pegawai negBri sipil seeuai dengan

lcetentuan pcraturan perundang- undangan.

Pasd 44

(l) Remunerasi sebagaimana dimakeud dalam pasal

43 ayat (U diatur dengan Peratuan Bupati

berdasarkan ueulan Pcmimpin laboratorium.

(2) Pengaturan ,€munerasi datam Pcraturan Bupati

scbagaimana dimaksud ayat (1)

mempcrtimbangkao prinsip proporsionalitas,

kesetaraan, kepatutan, kes,ajaran, dan kincrja.

(3) Selain mempertimbangkan prinsip scbagaimana

dimalsud pada ayat (2), pengaturan remuneraei

dapat memperhatikan indcks hatga

daerah/wilayah.

(alUntuk mengatur remunerasi BLUD, kepala

daerah dapat membentuk tim yang

keanggotaannya dapat berasal dari rmsur :

a. PD yang menbidangi kegiatan laboratoriumi

b. PD yang membidangi pengclolaan keuangan

daerah;

c. pcrguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

o
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Pa8al 45

PengBturan rcmunerasi dalam Peraturan Bupati

scbaa4imana dimaksud dalam Pasa.l 44 ayat l2l
dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi :

a. Pcngalaman dan masa kerja;

b. ketrampilan, ilftu pcngetahuan dan perilaku;

c. rrsiko kerja;

d. tingkat kegawatdaruratan;

e. jabatan yang disandang; dan

f. hasil/capaian kincrja.

Pasal 46

Sclain indikator pcnil,aian scbagaimana dirnakgud

dalam Pasal 45, penetapan remunerasi bagi

pemimpin mernpertimbangkan falrtor :

a. ukuran dan junlsh asset yang dikelola, tingkat

pelayanan serta produkstiftas;

b. pelayanan scjenis;

c, kemampuanpendapatan;

d. kinda opcrasional berdasarkan indiketor

teuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi

marvarakat.

Pasal 47

Remuncrasi Pejabat Keuangprr dan Pcjabat Tcknie

ditetapkan pafing banyak sebcsar 90 % (scmbilan

puluh pers€n) dari remunerasi Feminpin

Laboratorium.

Pasal 48

{U Rcmrmcrasi dalam bcntuk honorarium diberikan

kepada Dewan Pengawas dan Sckretarie Dewan

Pengawaa scbagai imbalan kerja berupa uang;

bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
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(2) Honorarium Dewan Pengawas ditctapkan

sebagai berikut:

a. honorarium Ketua Dcwan Pengawas paling

banyak sebesar 40olo (empat puluh persen)

dsri gaji dan unjangan pemimpin;

b. honorarium anggota dewan pcngawas paling

banyak sebesar 36% (tiga puluh enam

persen) dari gaji dan tunjangsn pemimpin;

dan

c. honorarium sekretarie dewan pengawas

paling banyak sebesar 15% (1ima belas

persen) dari gaji dan tunjangan pcmimpin.

Pasal 49

(1) Fejabat Pengelola, Dewan P€rtga$'as, dan/atau

Sekretaris Dewan Pengawas yang

diberhentikan sementara dari jabatannya

memperoleh penghasilan sebesar 5@6 (lima
puluh persen) dari remunerasi/honorarium
bulan terakhir yang berlaku sejal tanggal

diberhentikan sampai dengan

ditetepkaflnya keputusan delinitjf tentang
jabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang

diberhentikan sementara dari jabatannya

sebagaimana .liinakgud pada ayat (1),

memperoleh penghaailan sebesar 5096 (lima

puluh persen) dari remunerasi bufan

terakhir di Laboratorium scjak tanggal

diberhentikan atau sebesar caji PNS

berdasarkan Surat Keputusan Pangkat

Terakhir.
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BAB VI
STANDAR PEI"AYANAN MINIMAL

(1)Untuk

Pasal 50

menjamin ketersediesn,

keterjarEkauan, pemerataan, kesetaraan,

kemudahan,dan kualitas pelayanan umum

yang diberikan oleh Laboratorium, Bupati
menetapkan Standar Pelayanan Minimat
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(2) Standar Pelayanan Minimal scbagaimana

dimaksud pada ayat (l)dapat diusulkan oleh

Pemimpin Laboratoriurn.

(3) Standar Pelayanan Minimsl sebagaimana

dimaksud pada ayat. (t), harus

mempe!'tLnbangkan kualitas layanan,

pemerataan, dan kesetara.an layanan, s€rta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 51

(1) Standal Pelayanan Minimal harus oemenuhi
persyaratan:

a. fokus padajenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;dan

d, relevan dan dapat dlandalkan; dan

e. tepat \rahu.
(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a,

menguta.Eakan kegiatan pelayanan yang

menunjang terwujudnya tugas dan fungsi

I-€boratorium.

(3) Terukur sebagaimana dinaksud pada ayat (1)

huruf b, merupakan kegiatan yang

pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

PAR F r(OORDrN4rr

il PARAI 
ryRDINASI

Y**lit*



(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada

ayat (U huruf c, merupakan kegiatan nyata,

dapat dihitung tingkat pencapaiannya,

rasional, sesuai kernampuan dan tingkat
pemanfaatannya.

(5) Relevan darr dapat diandalkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan kegiatan yang sejalan,

berkaitan, dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungei laboratorium.

BAB VII

TARIF LAYANAN

Pasal 52

(1) Iaboratorium dapat memungut biaya kepada

masyarakat sebagai imbala, atas jasa lal.anan

laboratorium lingkungan yang diberikan.

(2) Tarif l,a1ranan sebageimana dirnaksd pada ayat

(f) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
(3) Tarif layanan scbaSaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun atas dasar perhihrngian biaya per

unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dirnaksrrd pada ayat

(3) bertujuan unhrk menutup scluruh atau

sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan jasa atas layanan yang disediakan

oleh laboratorium.

Pasal 53

(l)Tarif layanan laboratorium diuaulkan oleh

Pemimpin Laboratorium kepada Bupati urtuk
seluruh pelayanan jasa laboratorium

lingkungar.
(2) Tarif layanan jasa laboratorium lingkungan

scbagaimana dimakeud pada ayat (1) ditetapkan

dengsn Peraturan Bupati dan disampaikan

kepada Pimpinan DPRD.
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(3) Pcnetapan tarif layanan rebssaimana dinrel€ud

pada ayat l2l Eempertimbangkan aspek

kontinuitas, pengsmbangan layanan,

kebutuhan, deya beu masyarakat, aeas keadil,an

dan kepatutan dan kompctisi yang sehat dala-
penetapan bcsaran tarif yang dikenakan kepada

masyarakat serta batas wal*u penetapan brif.

Pasal 54

(U Peraturan Bupati mclgenai tarif layanan

laboratorium dapat dilakukan pembahan scsuai

dcngan kebutuhan dan perkembangan kcadaan.

(2) Fcrubehan tarif scbagqiDone dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaku&an sccara keseluruhan

ataupun per unit laJranan.

(3) Pros€s perubahan tarif sebagqimafla dimakgud

pada ayat dan (2) bcrpcdonan peda kctcntuan

yang bedaku.

BAB VIU

SIIUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pasal 55

Struktur anggaran laboratoriu[ tcrdiri atas :

a.

b.

c.

pendapatan laboratorium;

bclanja laboratoriua; dsn

pemblayaan laboratoriuo.

Pa8al 56

Pcndapatsn BLt D sebagaimana dimaksud dalam

Pasel 56 huruf a dapat bensumbcr dari:

Jasa layanan;

c. Kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD;

a,

b.

e.



f. lain-lain pendapataa laboratorium yang sah.

Pasal 57

(l) Pendapatan Laboratorium yang bersumber

dari jasa layanan sebagaimana dimaksud

dalan Pasql 56 huruf a" dapat berupa imbelan

yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan masyarakat.
(2) Pendapatan Laboratorium yang bersumber

dari hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pa8al 56 huruf b, dapat berupa hibah terikat

dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari

masyarakat atau badan lain.
(3) Pendapatan LaboratoriuE yang bersumber dari

hibah t€rikat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberiafl

hibah, sesuai dengan peruntukannya yang

8€laras dengan hrjuan laboratorium

sebagaimana terc€ntum

perjarfiian hibah.

dalam naskah

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf

c, dapat berupa perolehan dari kerjassma

operasional, sewa menyewa, dan usa.ha

lainnya yang mendukung tugas dan trngsi
Laboratorium.

(5) Pendapatan Laboratorium yang bersumber

dari APtsD sebaBaimana dimaksud dalam Pasal

56 buruf d, berupa pendapatan yang berasal

dari DPA APtsD.

(6) Pendapatan Laboratoriuxr Jrang bercumber

dari APBN sebagaimana diynaksud dalarn

Pasd 56 huruf e, dapat berupa pendapatan

yang berasal dari Pemerintah Rrsat dalam

rangka pclaksanaan dekonsentrasi dafl/atau
tugas peabantuan dan lain-lain.
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(7) Laboratorium dalam melaksanakan artgfaran

dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses

pengelolaan keuangan diselenggarakan

secaxa terpisah berdasarkan kctentuan yang

berleku dalam p€laksanaan APBN.

(8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
a. jasa gim;

b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nil,ai tukar rupiah

terhadap mata uang asing;

d. komisi, potongan ataupun bcntuk fain
sebagai akibat dan penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jaea oleh

Laboratorium;

e. inveatasi; dsn
f. pcngembangan usaha.

Pasal 58

(1) Pengembangan usaha scbagaimana di"naLsud

dahln pasal 57 ayat (8) huruf f rlihro'kan

melalui pembentulBn unit usaha untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupqkan bagian dari laboratorium yang

bcrfugas melakukan pengembangan layanan

dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan laboratorium.

Pasal 59

(1) S€luruh pendapatan Laboratorium
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,

kecuali yang berasal dan hibah terikat, dapat

dikelola langsung untuk rnembiayai
pengeluaran Laboratorium seauai RBA.
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(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (U, diperlakukan sesuai

peruntukannya.

(3) Seluruh pendapatan Laboratorium
sebagaimana dimaksud ayat (f),

dilaksanakan melalui Rekening Kas

Laboratoriurn.

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daeral. setiap
figr bul,an.

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana

dfunaksud pada ayat (4), sesuai dengan

ketentuan yang be aku.

Bagian Kedua

Belanja
Pasal 6O

(l)Belanja laboratorium sebagaimana dimaksud

dalam pasal 55 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi; dal
b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh
belanja laboratorium untuk menjalankan

tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, bela4la bunga dan

belanja lain.

(4) Biaya modal sebagaimana dinaksud pada ayat
(U huruf b, mencakup seluruh belanja
l,aboratorium untuk perolehan asset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfa.at

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dala-rn kegiatan Laboratorium.
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(5) Belanja modat sebagaimana dirraksud
pada ayat (4) meliputi belanja tanah,

bela:{a peralatan dan mesin, belanja
gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi
dan jaringan dan belanja assct tetap
lainnya.

Pasal 61

(l)Pembiayaanl laboratorium sebaggimana

dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan semua penerinraan yang perlu

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun

anSgaran yang bersangkutan maupun pada

tahun anggaran berikutnya.

Pasal 62

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 61 aJrat (U huruf a meliputi :

a. sisa lebih perhitugBn anggaran tahun

angaran sebelumnya;

b. disvestasi; dan

c. penerimaan ut€ng/pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana

dimgksud dalam pasaf 6l ayat (l) huruf b

meliputi :

a. inveetasi; dan

b. pembayaran pokok utang/pidaman.

PAR*K00RDrNASr

""romnru l f,6.



BAB Ix
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 63

(1) Laboratorium men)rusun RBA mengacu pada

Renstra-

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;

b, standar satuan harga; dan

c, kebututran belanja dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan

diperoleh dari layanan yang diberikal kepada

masyaiakat, hibah, hasil kerja sama dengan

pihak lain / atau hasil usaha lainnya, APBD,

dan aumber pendapatan Laboratorium

lainnya.

(3)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana

dimalsud pada ayat (2) huruf a merupakan

analisis kegiatan yang berorientasi pada

pencapaian output dongan penggunaan sumber

daya secara efisien.

(4) Starrdar satuan harga sebagaima-na dimalsud
pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan

setiap unit barang/jasa yartg berLaku disuatu

daerah.

(5) Dalam hal laboratorium belum menyusun

standar aatuan harga sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), laboratorium menggunal<an

standar satuan harga yang ditetapkan oleh

Keputusar Bupati.

(6) Kebutuhal belanja dan kemampuan pendapatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

merupakan pagu belanja yang dirinci menurut

belanja operasi dan belanja modal.

PAR,lF {OORDI}IASI
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Pasal 64

{U RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

meliputi:

a. ringkasan pendapat,

pembiayaan;
belanja dan

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayasn;

c. perkiraan harga;

d. besaran persentasc ambang batss; dan

e. perkiraan 'nqiu at,.u forumrd, estinvfe.

(2) RBA Eebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menganut pola anggaran fleksib€l dengan suatu
presentase ambang batas tertentu

(3) RBA scbagaimana dirnaksud pada ayat (2)

disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 65

(f) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)

huruf a merupalsn ringkasan pendapatan,

belanja dan pembiayaan.

(2)Fjncian anggaran pendapatsn, belanja dan
p€mbiayaan sebaAaimana dimaksud dalam Passl

64 ayat (U huruf b merupakan reacana

anggaran untuk Bclufuh kegiiatan tahunan yang

dinyatakan dalam satuan uang yang terccrmin

dari rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (1) huruf c, men:pakan estimasi

harga jual produk baraag dan/ etau jasa setelah

memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang dit€ntukan seperti tercerEin dari
Tarif Layanan.
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(4) Besamn persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d,

merupakan besaran persentase perubahan

anggaran bersumber dari pendapatan

operasional yang diperkenankal dart ditentukan

dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional BLUD.

(5) Perkiraan mqju sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat huruf e, merupakan perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan

kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar

penlrusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 66

(U Pendapatan laboratorium aebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf f diintegrasikan I
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada

akun pendapatan daerah pada kode rekening

kelompok pendapatan asli daeral. pada jenis lain
pendapatan asli daerah yang eah dengan obyek

pendapatan laboratorium.

(2) Belanja laboratorium sebagaimana dalam Pasal

61 yang sumber dananya berasal dari pendapat

laboratorium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f
dan sisa lebih perhitungal anggaran

laboratorium, diintegrasikan / dikonsotidasikan

ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah

yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program,

1 (satu) kegiatan, I (satu) output dan jenis

belanja.
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(3)Belanja Laboratorium sebagaimana dimaksud
pada ajrat (2) dialokasikan untuk membial ai
program peningkatan pel,ayanan serta kegiatan
pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan Isboratorium sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 diintergrasikan /
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD

selanjutnya diintergrasikan / dikonsolidasikan
pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah.

(5) Laboratorium dapat melakukar pergeseran

rincian belanja sebagaimana dirnaksud pada

ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran

dalam jenis belanja pada DPA, untuk
Eelanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja dicantumkan dntavn REIA.

Pasal 67
(1) RBA sebaAaimana dimaksud dalam Passl 63

ayat (l) diintergrasikan / dikonsolidasikan dan
merupakan kesatuan RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai

bahan penyrsunan rancangan freraturan daerah

tentang APtsD-

Pasal 68

(U PPKD menyampaikan RKA beserta RBA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada

Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk
dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan s€bagaimana dimaksud pa.da

ayat (l) antara lain digunakan sebagai dasar
pertimbaagan alokasi dana APBD untuh
Laboratorium.
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(11fim
Pasal 69

anggaran pemerintah daerah

kembali RKA beserta RBA yang

tclah dilakulan penelaahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasd 68 ayat (f) kepada PPKD

untuk dicantumkan dela'n lsrtcangan peraturan

daerah tentang APBD yang selanjutnya

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tefltang

APtsD.

(2lTahapan dar! jadwal proses pen5msunan dan

penetapsn RBA mengikuti tahapan dan jadwal

proaes penJrusunan dan penetapan APtsD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan,

pengBjuan, penetapan, perubahan RBA

laboratorium diatur den8an Peraturan Bupati,

BAB X

PE1AKSANAAN ANGGARAN

Pasal 70

Iaboratorium menyuaun DPA berdasarkan

peraturan daerah tentang APtsD untuk dirajukan

kepada PPKD.

Pasal 7l
(I)DPA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7f

memuat pendapatan, belanja dan
pcmbiayaan.

(2) PPKD m€ngesahkan DPA scbagai dasar

peLaksanaan anggaran laboratoriun.

Pasal 72

(1) DPA yang telah disahkan oLeh PPKD

sebagaimana ,{i'naksud drl.rn tbsal 71 ayat
(2) meqiadi dasar pelaLsanaan anggaran yang

b€Bumber dari APBD.

PAMEIOORDINASI

urlcmnwlft!



(2) Felaksanaan anggaran yang b€rsumber dari
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digunakan untuk belanja pegawai, belanja
modal dan belanja barang dan/ atau jasa yang

Eekardamerrya dilakqkan scsuai dengaa

ketentuan lrcratuaan penrndang-undalga!.

(3) Pelakeanaan anggaran sebagaimals rlirneksud

pada ayat (2) dilakukan secaia berkala sesuai

dengan kebutuhaa yang telah ditetapkan,

dengan memperhatikan anggaran kas dalam
DPA, dan memperhihmgkan:

a. jumlah kas yang tersedia;

b. pmyeksi pendapatan; dan

c. proyeksi pengeluaraa.

(4) Felaksanaan anggaran sebagair.ana dima.ksud

pada ayat (1), dengaa aelampirkan RBA.

Pasal 73

(1)DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi
lampiran peqisnjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin
laboratorium.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) afltara lain memuat
kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfa,at baAi masyarakat.

Pasal 74

(f) Dafam pelaksanaan anggaran, pemimpin
laboratoriurI1 men!ruaun laporan
pendapatan laboratorium, laporan belaqia
laboratorium dan laporan pcmbiayaa[
laboratorium secara berkala kepada PPKD.

KOORDINASI
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan melampirkan surat pernyata.an

tanggung jawab yang ditandatangani oleh
pemimpin laboratorium.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan
surat pernyataan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud ayat {2), kepada

SKPD menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan untuk disampaikan kepada

PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesaltan

Perrdapatan, Bclanja dan Pembiayaan

sebagaimana dimaksud ayat (3), PPI(D

pengesahan dengan

Surat Pengesahan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 75

(1) Untuk pengelolaan kas laboratorium,
membuka rekening kas

laboratorium sesuai dengan ketentuan

Ircraturan perundang- undangan.

(2) Rekening kas laboratorium sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
menampung penerimaan dan pengeluaran

kas yang dananya bersumber dari

Pendapatatr BLUD s€bqgaiirl ana dirnaksud
dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf f.

Pasal 76

(1) Daf^'- pengelolaan kas Laboratorium
menyelenggarakan:

a. IreFencanaan penerirnaan
pengeluaran kas;

dan

melakukal
menerbitkan
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b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan mengelola

rekening Laboratorium;

d. pembayaran;

e. p€rolehan sumbcr dana untuk menutup
ditrsit jangka pendek; dan

f. pemanfaatan anpfus kas untuk
memperoletr pendapata.rr tasrbahan.

(2) Penerimaan Laboratorium .ritrForkan setiap
hari kcpada pemimpin melalui pqiabat

keuangan.

Pasel 77

Dal'"n pelaksanaan anggaran, laboratorium
melakukan penatausahaan keuangan paling
a€dikit memuat :

pcndapatan dan belanja;

penerimaan dan pengeluaran;

utang dan piutang;

pcreediaan asset tetap dan investasi; dan

ekuitas.

Pasal 7a

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelakaanaan

anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal

78, diatur dengen Peraturan Bupati.

BAB XJ

PENGEIOLAAN BEIANJA

Pasal 79

(f)Fengelolaan belanja Laboratorium diberikan
Itleksibilitas dengan mempertimbangkan vohrme

kegiatan pelayansn.

a.

b.

c.

d.

c.
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(2) Fleksibilitas scbagaimsna dimaksud pada ayat

(1), merupakan bel,anja yang disesuaikan dengan

perubahan p€ndapatan dalam ambang batas

RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara

definit.

(3) Fleksibittas sebagaimana dimeks'd pada ayat

(21 dapat dilaksanakan terhadap belanja

laboratorium yang bersumber dari pendapatan

BLLrD sebagaimana dimsksud dalam Pasaf 56

huruf a, huruf b, hunrf c, huruf f, dan hibah

tidak terikat.

(a) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan besaran qrrsentase r€slisasi

belanja yang diperkenankan melampa.ui

anggaran dala:n RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja laboratorium melampaui

ambarS batas scbagaimana dirnaksud pada aJrat

(4), terlebih dahulu mendapat penetujuan

IGpala Daerah.

(6) Dalam hal terjadinya kekurangan aqgaran,

laboratorium mengajukan usulan tambahan

anggaran dari APDB kepada PPKD.

Pasal 80

(1) Besaran persentase arrbang batas scbagaimera

dimaksud delam pssal 79 ayat (2) dihitung

tanpa memperhitungkan saldo awal kas,

(2) Besaran perecntase ambang batas sebagaimana

dimqksud pada ayat (1) memperhitungkan

fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a.kecenderungan/trcn selisih anggaran

pendapatan l,aboratorium sel,ain APBD tahun

berjalan dengan r€alisai 2 (dua) tahun

anggaran sebelurnnya; dan
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b,kecenderungan/tren sclisih angaran
pendapatan laboratorium sclain APtsD

dengan prcgnosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1), dicantumkan a"lem

RBA dan DPA.

(a) Percantuman ambang batae sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang

memhrikan informasi besaian pefscntase

ambang batas.

(5) Perscntase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutr.rhan

yarg dapat diprediksi, dicapai, terukur raBional

dan dipertangurUiawabkan.

(6) Ambang batas scbaaaimana dimaksud pada ayat

(t), digunakan apabila pendapatan laboratorium

sebagaimana Pasal 57 humf a, huruf b, huruf c,

dan huruf f diprediksi melebihi ta4et
pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA

dan DPS tahun yang diangarkan.

BAB)(lI

PENGEIOIAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasd 8r
(1) Fengadaan barang dan/ atau jasa pada

llboretorium yang bersumber dari APtsD

dilakranekan berdasarkan ketentuan peraturan

pcrundang-undsngan mengenai pengadaan

barang dan/ atau jasa pdnerintahan.

(2)Pengadaan barang dan/atau jasa pada

laboratoriuln 5rang bersumber dari :

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;
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c. hasil keda sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan laboratorium yang

sah.

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan

sebagian atau sclurulrrrJra dari ketcntuan
peraturan perundang-undangan mengenai

pengadaan barang dai/ atau jasa

pemerintatr.

(3) Kctentuan lebih lanjut mcngenai pengadaarl

barang daJr/ atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bertujuan untuk menjarnin

ketersediaan barang dan/ atau jasa 3rang

lebih bermutu, lebih murah, proses

pengadasn yang sederhana, cepat serta

mudah menyesuaikan dengarr kebutuhan
untuk mendukung kelancaran pelayanan

l,aboratorium.

Pasal 82

Fengadaan bararA dan/ atau jasa yang dananya

berassl dari hibah terikat dil,akukan scsuai dengan:

a. kebiiakan pengadaan dari pembcrian hibah; atau

b. Peratuan Bupati sebagaimana dimaksud dslam

Pasal 8f sepanjang disetujui pembcri hibah.

Pasal E3

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana

aimaksud dalam Pasaf 81 ayat (2) dilakukan

olch pelaksara pengadaan.

pen $ flfrmmr.:r
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(2) Pelaksana pengadaan s€bagaimana dimaksud

pada ayat (l) dileksanakan oleh panitia ateu

unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk

melalsanakan pengadaan barang dan/atau jasa

laboratorium.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dirncteld

pada ayat (2) terdiri ata8 personil yang

memahemi tata c€ra pengadaan, substansi

pekerjaan/kegiatsn yang bersangkutan dan

bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 84

Laboratorium dal,am melaksanakan Pengelolaan

barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai barang milik daerah.

BAB)(III
KETL'ASAMA

Pasal 85

(U Untuk meningkatlan kualitas dan kuantitas

pelayanan, Laboratorium depat melakukan

kerjamma dengan pihak lain.

(2) IGrjasama sebagaimsna dimaksud pada ayat (1),

dil.kuk{r berdasarkan prinsip efisiensi,

efektifitas, ekonomis dan saling

mcnguntungkan.

Pasal 86

[1) Kerjasama dengian pihak lain sebagaimana

dimakgud dalam Pasal 85 ayat (1), antara lain :

a. kerjasama operasional; dan

b. pemanfaatan barang milik daerah.
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(2)Kerjasama opcraeional sebaAeimana dirnakeud

pada ayat (U huuf a, dilakukan melalui

pengel,otraan manajemen dan proses operasional

secara bersama dengafl mitra kerjasama dengan

tidak menggunakan barang miliL daerah.

(3) Pemanfsatan barang milik dacrah dilakukan

melalui pcndayagunaan barang rrriliL dacrah

dan/atqu optimalisasi barang ".tl;t 6serall

dengan tidak mcngubah Btstus kepeEilikan

unhrk rnemtrroleh pcndapatsn drn tidal
menguangi kualitas pelayanan umun yang

menjadi kewajiban liaboratorium.

Pasar 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan

kerjasama scbagaimana dimaksud dalam Pasal 85

dan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Bupati

tcmcndAi.

BAB )(IV

INVE TASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN

ANGGARAN DAN DEF'ISIT ANCTGARAI{

Ba8ian K6atu
Investaai

Pasal 88

(ULaboratorium dapat melakukan investasi

sepanjang mcmberikan manfaat btgr

pcnirykatan pendapatan datr peningkatan

pelayanan kepada masyarakat Eerta tidak

mengganggu likuiditasi lsboratorium

dengan tctap memperhatilGfl rencana

penSeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud psda ayat (1)

berupa investagi jangka pendek.

PARAF XOORD

A
6

PAMF

Mr olIjmlt



Pasal 89

(1) Investasi jangka pendek scbaspimana dinalcud

dalp'" Pasaf 88 ayat (2) investasi

yang dapat scgera dicairkan dan dimaksudkan

untuk dimiiliki sclama 12 (dua belas) bulan atau

kuang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud

pada ayat (U dapat dilakukan dengan

mengoptimalkan surplus kas jangka pcndek

dengan memperhatilGn rencana pcngeluaran.

(3) Invectasi jangka pendek scbagaimana dimaksud

pa.da ayat (1), meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangla

walrtu 3 (tige) sampai dengan 12 (dua bclas)

bulan dan/ atau yang dapat dipcrpeqiang

sccara otomatb; dan

b. surat bcrharga negara jangka pendek.

{4) Ikraktcristik investasi jangka pendek

aebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a- dapat scSera diperjual belikan/dicalkan;

b, ditujukan unhrk manajemen kaa; dan

c. inatrument keusngan dengan resiko rendah.

Pasal 90

Pengelolaan investasi BLIJD diatur dengan

Peratufan Bupati.

Bagian Kedua

Sisa I€bih Fcrhitungan AnggEran

Passl 91

(l) Si6a lebh perhitrmgan angaran laboratorium

merupal€n sclisih lebih entata realisasi

penerimaan dan pengeluaran laboratorium

selama 1 (satu) tahun angaran.

PANNI KOORDIN
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(21 Sisa lebih perhitungan angaran latrcratorium

scbagaimana dimaksud pada ayat (U dihitung

berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1

(satu) pcriode anggaran.

(31 Sisa lebih perhitungan anggaran BLt D

ecbagaimana dimaksud pada ayat (f) daPat

diguna*an dalam tahun anggaran bcrikutnya,

kecuali atas Ferintah Bupeti di8etorkan sebagian

atau seluruhnya ke kas daerah dengan

mempertimbangkan posisi likuiditas dan

rencana pengeluaran laboratoriurn.

(4) Femanfaatan sisa lebih pcrhitungan anggaran

laboratorium dalam tahun angggrEn berikutnya

sehgaimana dirr4kgud pada ayat (3) dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan

likuidites.

(5) Pemanfeatan sisa lcbih perhitungan anS8aran

laboratorium dele"n tahul anggaran berikutnya

sebagaimana dimakeud Pada ayat (3) yang

digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan harus melalui mekanieme APBD.

(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran

laboratorium dslam tahun anggaran berikutnya

Eebagaimana dimaksud pada ayat (5) aPabila

dql^* kondisi mendesat dapat 4ilalteanqka"r

mendahului perubahan APtsD.

(7) (ritcria kondisi mendcsak scbagaimana

dimaksud pada ayat (6) EEncakuP:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar

masyarakat yang angarannya belum

ter8cdia dan/ atau belu]l cukuP

anggarannya pada tahun angaran berjafan;

dsn
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b. keperluan mendesak lainnya yang apabila

ditunda akan mcnimbulkan kerugian yang

lebih besar bagi pemerintah daerah dan

masyarakat.

Pasal 92

Pcngglolaan Bisa tebih pcrhitungan anggaran BLt D

diatur dengsn Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 93

(l) Defiait anggaran taboratorium merupakan selisih

kurang antara dengen belanja

laboratorium.

(2) Dalam hal anggaran Iaboratorium diperkirakan

defrsit, ditetapkan pembiayaan untuk menuhrpi

defrsit tercebut antara lain dapat bersumber dari

eisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya

dan pcnerimaan pinjaman.

BAB'fl/
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 94

Sctiap kerugian daerah pada Laboratorium yang

disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau

kelal,aian seseorang diselesaikan scsuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangsn

mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BABXvI

PEIAPORAN DAN PERTANGGUNCT.,A\YABAN

Pasal 95

(1) L€boratorium menyusutr pelaPoran dsn

pertanggungiawabsn bcrupa l,aporan kcuangan.
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{2)Laporan sebagsimana ,li'nttsud Peda

ayat (1) terdiri atas:

a. traporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo enggaran lebih;

c. nerac&;

d. laporan opcrasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; darr

g. catatan atas laporan kelransan.

(3) Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disusun berdasarkan standar akutansi

pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akutan8i pemerintah tidak

mengatur jenis usaha laboratoriuo,
Laboratorium mengiembangkan dan menerapkan

kebijakan akutansi.

(5) Laboratorium mengembangkan dan menerapkan

kebiiakan skuntansi sebagaimana dimaksud

pada ayat (a) yang diatur dengan Peraturan

Bupati.

(6) Laporan teuangan sebagaimana di'nal<sud pada

ayat (1) discrtai dengan laporan kinerja yang

berisikan informa8i pencapaian hasil atau

keluaran.

(7) Laporen keuangan acbagaimana .{i'nqkqud FEda

ayat (U diaudit oleh pemeriksaan eksternal

pemerintahan sesuai deogan ketentuan

peratuan perundang-undangan.

Pasal 96

(f) Pemimpin laboratorium menyuaun tratrrcran

lcuangan scmesteran dan tahunan.
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(2)faporan keuangan tahunan sebagaimana

dimaksud pa.da ayat (1) disertai laporan kinerja

paling lama 2 (dua) bulan setelah periode

petraporan berakhir, setelah dilakukan rwiu oleh

SKPD yang membidangi perlgawasan di

pcmcrintah daerah.

(3)Laporan keuangan tahunan sebagailrEna

dimaksud Pada ayat (2t.,

diintcgrasikan/dikonsolidasikan kc dolqrn

laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya

diintegrasikan/dikonsoudasikan ke dafam

laporan keuangan pemerintah daerah.

(4) Hasil rcviu eebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kesatuan dari laporan teuengan

BLUD tahunan.

BAB XT/U

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 97

Apebila suaht saat terjadi kerugian peda

Laboratorium yang discbabkan oleh tindatan

melanggar hukum atau kelal,aian scEeoran&

diaelesaikan ecsuai dengan ketenttran peraturan

pcrundang-undangan mengenai penyelesaian

kerwian ncgara/ daerah.

BAB'(VIII

PENGEI.OI.AAN SI'MBERDAYA I,AIN

Pasat 98

(1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari

sarana, prasarana, gedung dan tanah dilakukan

sesuai dcngan peraturan perundang-undangan

yang bedaku.
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(2) Fengglolaan sumhr daya sebaABimana

diapksud peda ayat (1) ,rimenfentkorr

rmtuk kepenthgan mutu Pelayenan

dan kelancaran pclaksanaan tugas pokok dan

fungsi laboratorium.

BAB ,(IX

PENGELOI,AAN UNGKUNGAN DAN LIMBAH

TABORATORII,'M

Pasal 99

(l)taboratorium melakukan pengelolaan limbah

ya]xg dihasilkan dari prrosca pelayanan

laboratorium.

(2) Pengclolaan limbah sebagafunana 'riftqkaud ayat

(U, meliputi:

a. penccgehan pcncemaran di linglungan

Laboratorium;

b. memperbaiki kualitas air limbah yang

dihasilkan dari aktifitas operaaional

Laboratorium, sehingga tidak sksn

mcncemari linglungan;

c. pemantauan dan pengendalian keberaihan

lingkungan;

d, pengelolaan saslp€h lpboratorium; dan

e. pcngelolaan limbah Iaboratorium.

(3) Limboh sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e,

meliputi:

a. limbsh cair;

b. limbah padat; dan

c. limbah bahan bahan berbahaya dan beracua
(83).

(4) Limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (2)

huruf a bcrdasarkan sumber dan

karakteristiknya berasal dati aktjvitas kanar

mandi, WC, laundri, dapur, tempat cuci Pirin&
dan air hujan.
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(5) Limbah padat sebaaaimsna dimaksud ayat (2)

huruf b sampah-sampah dan sisa-sisa limbah

padat pengujian.

(6) Limbah 83 sebaAaimana airneksud ayat (21

huruf c berasal dari eisa bahan kimia, kcmasan

bekes pa&ei (Alat Felindrmg Diri), gisa

eampel pengujian.

BAB )O(

KETENTUAN PENUTT'P

Pasaf 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan

pcngundangan Peraturan Bupati ini dcngan

pcn€Epatannya dalam Berita Daerah lGbupaten

Musi Rawas-

Ditetapkan di Muara Bcliti

Diudangkan di Muara Bcliti
pada tanggal tt -l'.u\i 2o2o

SEKREf,ARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR .3I


